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Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan fanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dtau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pida-
na penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan
danfatau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta
ruptah), atau pidana penjara paling lama 7 {tujuh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.0600,00 (lima
mifiar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pi-
dana penjara paling lama 5 (lima)- tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 500.000.000,0C (lima ratus juta rupiah).
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KATA SAMBUTAN

Saya mengenal penulis, Ibu Retnowulan Sutantio S.H.,
yang sekarang menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadil-
an Tinggi Bandung, sebagai scorang Hakim yang berpenga-
laman, cerdas pikirannya dan mempunyai dedikasi terhadap
pekerjaannya menegakkan Hukum dan Keadilan. Selain dari
itu, penulis sudah sejak lama memberikan kuliah Hukum
Acara Perdata di berbagai Fakultas Hukum.

Saudara Iskandar Oeripkartawinata S.H. yang memban-
(1 menyusun buku ini saya kenal sebagai seorang pengacara
yang cerdas pikirannya dan luas pengetanuannya.

Apa yang diberikan dalam buku int adalah perpaduan
dart teori dan praktek Pengadilan dan saya anggap buku ini
tidak saja berguna bagi para mahasiswa hukum, tetapi juga
bagi para praktisi.

Terbitnya karangan ini saya sambut dengan gembira
karena menambah literatur dalam bidang Hukum Acara
Perdata dan saya anjurkan buku ini untuk dipakai oleh para
mahasiswa di Fakultas dan Perguruan Tinggi Hukum.

Bandung, Januari 1979,

Li.d.
Prof. R. Subekti S.H.
Guru Besar Hukum Perdata.




KATA SAMBUTAN

Dengan gembira kami sambut penerbitan buku "HU-
KUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAK-
TEK" karangan Sdr. Retnowulan Sutantio S.H.

Penulis buku ini kami kenal baik jiwanya sebagai se-
orang Hakim yang selatu ingin mewujudkan cita-cita "pelak-
sanaan peradilan yang baik" di Indonesia. Dengan bekal
teori yang dimilikinya sebagai dosen di berbagai Universitas
(khususnya di bidang Hukum Acara Perdata) dan pengalaman
praktek sebagal scorang Hakim selama lebih dari 20 tahun,
gagusan-gagasannya untuk mewujudkan cita-cita itw kami
anggap sangal wajar, dalam arti alasan-alasan yang dikemuka-
kannya selalu dapat diterima sebagai "memang demikianlah
menurut  hukum”, sehingga kehadiran Sdr. Retnowulan
Sutantio S.H. di dunia Hukum dan Peradilan kami rasakan
sangat membantu pembangunan peradilan yang kini sedang
giat-giatnya dilaksanakan.

Kiranya buku ini pun kehadirannya akan sangat dibu-
tuhkan, sebagaimana penulisnya sendiri yang telah banyak
berjasa dalam membantu Pengadilan Tinggi Bandung dalam
mewujudkan cita-cita "pelaksanaan peradilan yang  baik”
tersebut.

Semoga masyarakat dapat menghargai  usaha  Sdr.
Retnowulan Sutantio S.H. ini.

Bandung, fanuari 1979,

KETUA PENGADILAN TINGGI
BANDUNCG,
tid.
(Adi Andojo Soetjipto S.H.)
N.LP. 040005733



KATA PENGANTAR

Buku ini disusun secara sederhana dan dengan kalimat-kalimat
yang bersahaja, dengan maksud agar dapal dibaca dipahami oleh
‘seliap orang yang memeriukannya,

Dalam menyusun buku ini. penulis telah berusaba memadukan
teori Hukum acara perdata, denganj praktek pengadilan. Masalah-
masalah yang sering terjadi dalam prakiek dan menimbulkan
kesukaran, telah dikupas secara menyeiurub dan mendalam. Di
mana dirasakan kebutuhannya, telah dikemukakan sekedar saran
kepada Pembuat Undang-undang di Indonesia sehubungan dengan
maksud  Pemerintah  onwk  menyusun Kitab  Undang-undang
Huku acara perdata nasional dikemudian hari,

Sejaian dengan tujuan buku ini. dalah agar dapat dipakai
sebagai pedoman bagi rekan-rekan hakim dan rekan-rekan dosen
Hukum  Acara Perdata, pada advokat dan pengacara, pada
mahasiswa, serta para pencari keadilan pada umumnya, penulis,
dalam profesinya sebagai hakim tinggi dan dosen mata kuliah
Hukum Acara Perdata, telah dibantu oleh seorang advokat, dan
assisten ahli dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung.
Dengan demikian isi buku ini adalah sesuai dengan judulnya ialah
Hukum Acara Perdata dalam teori dan prakiek.

Dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang
Maha Esa, serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Alvamater dan segenap Gurubesar serta dosen-dosen kami, pula
kepada Bapak Prof. R. Subekti S.H.. Gurubesar Hukum Perdata,
Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Parahyangan  di
Bandung, dan Bapak Adi Andojo Soetiipto S.H., Ketua Pengadilan
Tinggi di Bandung, atas segala petunjuk dan bimbingan mereka;
dengan ini kami antarkan buku ini kepada para pembacanya dan
setiap orang yang memerlukannya, dengan penuh harapan, moga-
moga buku tersebut akan memperoleh tempat yang hangat di hati
para pembacanya dan dapat pula merupakan sekedar sumbangsih
bagi perkembangan Hukum di Indonesia.

Akhir kata kami vcapkan banyak terima kasih kepad Penerbit
Alumni yang bersedia menerbitkan naskah buku ini,

Bandung, 24 Januart 1979,

Penulis

vil




KATA PENGANTAR CETAKAN KESEBELAS

Cetakan kesebelas buku HUKUM ACARA PERDATA dalam
Teori dan Praktek ini materinya masih sama dengan cetakan
sebefumnya. Perubahan hanya dilakukan pada design cover saja,
Hadirnya cetakan Kesebelas ini tidak lain adalzh untuk memenuhi
permintaan dari para pembaca.

Semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para
pembaca.

Bandung, Maret 2009

Penerbit.
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-BAB I
PENDAHULUAN

...PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

_ ""‘;‘;wuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan
-.y‘mo Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia
ainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakal ini
_._11qeleka saling menjalin hubungan, yang apabila ditehti jumizh
“dan sifatuya, tidak terhingga banyaknya.

' .. Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tap individu atau
. "'-oran g mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang'satu
“dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka Hu
~‘saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan  suatu
‘sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka
mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan
“membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati
“oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan
" hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan
itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian
rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan
‘terjaga dan dilindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut
dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan
sanksi atau hukuman.

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepen-
tingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang
diatur dalam hukum perdata materiil. Sebagai lawan hukum
perdata materiil adalah hukum perdata formil.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formi,
yait kesemuanya Kaidah hukum yang menentukan dan menga-
tur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-




kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum
perdata materiil.

2. SIFAT HUKUM ACARA PERDATA

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa buhwa
haknya itu dilanggar disebut penggugat sedang bagi orang
yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap
melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut
tergugat. Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat,
maka mercka disebut penggugat I, penggugat II, dan
seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat, maka
mereka disebut tergugat I, tergugat 11 dan seterusnya.

Menurut Yurisprudensi, gugatan cukup ditujukan kepada
yang secara nyata menguasai barang sengketa (lihat putusan
Mahkamah Agung tertanggal I Agustus 1983 No. 1072 K/
Sip/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan
1983-1, halaman 191).

Dalum praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi
orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak
berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi
lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (bandingkan
dengan putusan-putusan  Mahkamah  Agung tertanggal 6
Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal | Agustus
1973 No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi
Indonesia, diterbitkan oleh  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia, penerbitan I-11-111-1V/73, halaman 58 dan 225).

Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan dt_’,dl
tunduk  dan  taat terhadap putusan hakim. Istilah  turut
penggugal tidak dikenal dalam  hukum acara  perdata.
Sehubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan di atas.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  membenarkan
pertimbangan  dari Pengadilan Tinggi  Bandung,  yang
menyatakan: "Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal
pengertian wrut penggugat, yang dikenal adalab sebutan turut




“gergugdt, yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula
ergugat, akan tetapi demi lengkapnya pibak-pihak harus
-~ diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan
.l"cugadilﬂn" (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal
28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, termuat dalam Yuris-
'_'p:udulsl Hukum Acara Perdata Indonesia 1, Chidir Ali SH.,
penerbit. CV. Nur Cahaya. Yogyakarta, celakan pertama,
198‘5 halaman 218).
o DI oalas tcldh dikemukakan, bahwa penggugat adalah
'.scorzmg yang "merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik
Cforang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat
~datam suatu perkara kedepan hakim. Perkataan "marasa” dan
rdirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena
belum  tente  yang  bersangkutan  sesungguh-sungguhnya
' melanggar hak penggugat.
- Sebagai contoh konkrit di bawah ini dikemukakan suatu
o ‘persoalan yang sering diperiksa dan diputus oleh pengadilan.
“Seorang anak angkat almarhum Maksudi dan almarhumah
. Nyi Siti Aminah, yang bernama Atikah, menggugat paman-
~ nya, adik dari almarhum Maksudi, yang bernama Yakub, oleh
~karena pamannya itu menguasai sebidang tanah bekas milik
ayah almarhum Maksudi dan Yakub.

Atikah, sebagai penggugat "merasa” bahwa Yakub me-
Janggar haknya. Akan tetapi, oleh karena menurat hukum adal
daerah Jawa Barat seorang anak angkat tidak mewaris warisan
yang semula adalah harta asal orang a angkatnya, yaitu oleh
karena ada azas bahwa "asal mulibh kaasalnya”, maka yang
berhak atas tanah sengketa adalah Yakub dan bukan Atikab.
Wathasil  gugat akan  ditolak.  Atikah  "merasa” haknya
dilangar, akan tetapi menurut hukum, sesungguhnya Yakub
tidak melanggar hak Atikah.

Dalam hukum acara perdata, inistatif, yaitu adi atau tdak
adanya sesuvatu perkara, harus diambil oleh sescorang atau
beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka
dilanggar, yaite oleh penggugat alan para penggugat.

(Y]




Ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana, yang pada
umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari misiatif
orang yang dirugikan. Misalnya, apabila terjadi suatu tabrakan,
tanpa adanya suatu pengaduanpun, pihak yang berwajib akan
terus bertindak. Polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa
dihadapkan kemuka sidang. Pengecualian tethacdap azas ni
ada, yaitu pada delik-delik aduan. Misalnya apabia ada orang
yang dihina, maka terlebih dahulu ditunggu adanya pengaduan
dari pihak yang bersangkutan. Apabila yang dihing ini tidak
mengadu, jadi tidak ada suatu pengaduan kepada yang
berwajib. maka perkara penghinaan tersebut tidak akan
diajukan kedepan sidang.

Sehagaimana sudah dikemukakan di atas. bahwa dalam
hukum acara perdata inisiatil ada pada penggugat, maka
penggugal mempunyai pengaruh yang besar terhadap jaiannya
perkara, misalnya setelah perkara diajukan, ia dalaim batas-
batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya
(lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970
No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia,
diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,
penerbitan 1971, halaman 374). Namun meskipun inisiatif ada
pada penggugat dan penggugat mempunyai pengaruh yang
besar terhadap jalannya perkara, akan tetapi apabila gugatan
sudah diajukan ke pengadilan, ia terikat oleh "peraturan per-
mainan” yang sudah baku, yang sifatnya memaksa. Perubahan
atau pencabutan kembali gugatan oleh penggugat alau para
penggugat tidak bisa dilakukan seenaknya. Apabila tergugat
sudalt mengajukan jawaban, kedua hal tersebut di atas hanya
dapat dilakukan dengan seizin dari tergugat. Demikian pula
halnya dengan tenggang waktu untuk mengajukan periawanan
terhadap putusan perstek, banding, kasasi dan peninjauan
kembali ditentukan dalam hukum acara perdata secara cermal
dan tenugang waktu itu tdak bisa dilanggar. Apabila
dilanggar permohonan yang bersangkutan akan dinyatakan
tidak dapat diteruma,




~ Bukan hanya para pihak termasuk kuasanya saja yang
terikat pada peraturan, tata cara atan peraturan permainan
hukum acara perdata, namun juga Hakim yang memeriksa
‘perkara  tersebut, Untuk menjatuhkan putusan gugur dan
- perstek harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yang tidak bisa
. dilanggar.
 Hukum acara perdata memang mula-mula sifatnya
mengatur, namun apabila sudah digunakan, maka sifatnya
menjadi memaksa.

3. HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini masih
belum diatur dalam undang-undang. Rancangan undang-
undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan
peradilan umum  yang telah disahkan oleh sidang pleno
B.P. LPJHN. ke 13, pada tanggal 12 Juni 1967, sampa
sekarang belum disahkan menjadi undang-undang.

Pada dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata
‘masih terdapat berserakan, scbagiun termuat dalam  Het
‘Herziene Indonesisch Reglement, disingkat H.1LR., yang hanya
‘beriaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan
Rechisreglement  Buitengewesten, disingkat R.Bg.. berlaku
untuk kepulavan yang lainnya di Indonesia.

Selain itu Burgerlijk Wetbock voor Indonesié, disingkat
B.W.. dalam Buku Ke-empat dan Reglement Calatan Sipil
memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-
kaidah mana scjak semula hanya berlaku untuk golongan
penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata
Darat.

" Di samping itu hukum acara perdata terdapat datam
Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1970 Nomaor 74). Undang-Undang
Republik Indonesia No. 14 tahun [985 tentang Muhkamah
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia taban 1985
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